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	SKRIPSI DIANTINA C1C012001.pdf
	Pada  Juni  2015,  KPK  mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDT) guna  memaparkan  hasil  kajian  timnya  agar  mampu  menjadi  mekanisme pemicu  dalam  upaya  perbaikan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  bersama semua  pemangku  kepentingan.  Mereka  membagi  potensi  masalah  ke  dalam beberapa aspek, di antaranya: potensi masalah dalam aspek regulasi dan kelembagaan, potensi masalah dalam aspek tata laksana,  potensi masalah dalam aspek pengawasan,  potensi masalah dalam aspek sumber daya manusia (Dhesinta, 2015).

	  Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

	Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

	Permasalahan mengenai regulasi mencakup regulasi kelembagaan dalam pengelolaan dana desa. Permasalahan dari aspek regulasi kelembagaan antara lain :


	Pramawati, Ayudyah. 2015. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan  Keuangan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Online). (Diakses pada 11 Desember 2015 pukul 21:23 WIB).



